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SALINAN

BUPATI KEDIRI
PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 6 TAHLTN 2OO8

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2OO8 TENTANG TATA CARA

PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRT,

Menimbang : a.bahwa dengan telah ditetapkannya perattrran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 200g
tentang Tata Cara pencalonan, pengangkatan dan
Pemberhentian perangkat Desa Lainnya, yang
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupale.n
Kediri Tahun 2008 Nomor 2 dan Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3,
perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagainrara
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksalraarr
Peraturan Daerah Kabupaten Kectiri Nolrnor 2
Tahun 2008 tentang Tata Cara pen,oalon,a.tr,

Pengangkatan dan pemberhentiar Irer;uiagkat J )esa
Lainnya;
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MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG

PETLINJUK PELAKSANAAN PERATURAN

biennH KABUPATEN KEDIRI NoMoR 2

TAHTIN 2OO8 TENTANG TATA CARA

PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN

PgftfSeRHENTIAN PERANGKAT DESA

LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pernerintah Desa dan Badarr
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistern
Pernerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang bertugas
memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan
Desa.
Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari
Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yalng bertugas
membantu Kepala Desa dalam rnenyelenggarakan urusan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Perangkat Desa lainnya adalah Perangkat Pembantu Kepala
Desa yang terdiri atas Kepala Urusan, Pelaksana Teknis
Lapangan dan Kepala Dusun.
Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD,
adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.
Rapat Desa adalah kegiatan rapat di tingkat Desa yang dihadiri
oleh Ketua RT, Ketua RW, Ketua Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna,
Golongan Profesi, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda,
dan pemuka masyarakat lainnya.
Rapat Dusun adalah kegiatan rapat di tingkat Dusun yang
dihadiri oleh Ketua RT, Ketua RW, Golongan Profesi, tokoh
agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan tokoh rnasyarakat
lainnya di Dusun.
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
Panitia Pencalonan dan Pengangkatan yang selanjutnya disebut
Panitia adalah Panitia Pencalonan dan Pengangkatan jabatan
Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun.

9.

I

I

I

Menetapkan

10.

i 1.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri'
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pem

otonomi dan tugas Pem
luasnya dalam sistem dan

Indonesia sebagaimana
Duru, Negara Republik Indonesia Tahun 1945'

J.

4.
5.

6. Pejabat Yang ditunjuk ada

Kepala Daerah.

7. Kecamatan adalah wilayah kerja Carnat sebagai Perangkat

Daerah KabuPaten.
8. Desa adalah i;;t,* masyarakat hukum yang memiliki batas-

t2.

13.

14.

15.

16.

batas wilayah yang berwenang untu]< rn,tngltll 1T,T.::FT:
ffi;il g* "i*vLrr.", 

s eteip at,, u"'9i:11T, T3l:Tl1 ".1T1ffiffi'."d"i rli.,i,pJvang diakui dan dihormati dalam sistem

Plmerintahan Ne gara K"titu* Republik Indones ia'

17.

18.
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19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selurlutnya disingkar
APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan De5n

yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan
BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

20. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan,
perencanzum, penelitian, pengembangan, bimbingan,
pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring,
pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggalnn
pemerintahan Desa.

21. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah
proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar

Pemerintahan Desa berja.lan secara efisien dan efektif sesuai

dcngan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENGANGKATAN JABATAN

PERANGKAT DESA LAINNYA

Bagian Pertama
Tahap Persiapan

Pasal 2
(l) Dalam rangka melaksanakan proses pencalonan dan

pengangkatan jabatan Perangkat Desa Lainny4 Kepala Desa

memberitahukan secara tertulis kepada Camat paling lambat 30

(tigapuluh) hari sebelum pelaksanaannya.

(2) Berdasarkan pemberitahuan Kepala Desa sebagaimana

dimaksud padd ayat (1), Camat meneruskan kepada Bupati.

Pasal 3

(l) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l), dalam

proses pencalonan dan pengangkatan jabatan Perangkat Desa

Lainnya berkewaj iban :

a. mengarahkan dan memberikan bimbingan teknis ;
b. memonitor dan mengevaluasi hasil kegiatan.

(2) Carnat sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) melaporkan setiap

tahap kegiatan proses pencalonan dan pengangkatan jabatan

Perangkat Desa Lainnya kepada Bupati.

Pasal 4
(l) Kepala Desa mengadakan rapat Desa untuk membentuk Panitia

Pencalonan dan Pengangkatan jabatan Perangkat Desa

Lainnya.
(2) Dalam Rapat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l),

Kepala Desa mengundang Ketua RT, Ketua RW' Ketua

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Des4 Ketua PKK, Ketua

Karang Taruna, Golongan Profesi, tokoh agama, tokoh wanita,

Lokoh pemuda, dan pemuka masyarakat lainnya ;

(3) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (l)'
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dilengkapi Berita

Acara Rapat, Notulen Rapat dan Daftar Hadir. ,

Pasal 5

(l) Panitia Pencalonan dan
Lainnya terdiri dari uns
tokoh masyarakat Desa

berikut :

a. ketua merangkap anggota ;
b. wakil kehra merangkaP anggota l
c. seketaris merangkap anggota ;
d. bendahara merangkap anggota ;

e. seksi-seksi antara lain terdiri dari :

1) Seksi pendaftaran bakal calon;
2) Seksi perlengkapan dan akomodasi ;

3) Seksi administrasi, dokumentasi dan publikasi.
(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huuf d dapat

ditambah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6
( I ) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas :

a. menyusun jadwal kegiatan proses pencalonan dan

pengangkatan jabatan Perangkat Desa Lainnya ;
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b. melaksanakan penjaringan dan penyaringan ;

c. menerima pendaftaran;
d. melakukan penelitian persyaratan administrasi pendaftar

berdasarkan persyaratan yang ditentukan ;

e. menentukan walcu dan tempat serta tata tertib pelaksanaan

ujian penyaringan tertulis ;
f. menyelenggarakan uj ian penyaringaa tertulis ;

g. melaksanakan penilaian hasil uj ian tertulis ;

h. mengumumkan hasil ujian tertulis ;

i. membuat dan menandatangani Berita Acara dalam setiap

ahapan proses pelaksanaan tugasnya ;
j. mengajukan rencana biaya kepada Kepala Desa.

(2) Pengur-rruman sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf h
dilaksanalan pada saat itu j uga.

(3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung
jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala

Desa dengan tembusan BPD.

Bagian Kedua
Tahap Pelaksanaal

Pasal 7

(l) Penjaringan calon Perangkat Desa Lainnya dilaksanakan

melalui :

a. pengumuman tertulis yang ditempatkan di :

l) kantor Kepala Desa ;

2) tempat-tempat lain yang. strategis dan mudah dilihat
oleh warga masyarakat desa.

b. rapat des4 rapat dusun dan rapat RT/RW.
(2) Selain dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) penjaringan dapat dilaksanakan melalui :

a. siaran keliling ;

b. pemasangan spanduk ;

c. penyebaran pamflet ; dan/atau

d. media cetak dan elektronik.

(3) Permohonan sebaeaimans dimaksud pada ayat (2) dilampiriberkas pe rsyaratan-:

c foto copy ijazah dilegalisir oleh pejabat yang beru enang ;d. surar kererangan sehat jasmani "dan ,r"f,Li- 
ii[r", 

"f.f,Dokter pemerintah 
;

e. surat keterangar berkelakuan baik dibuat oleh pejabat yangberwenang ;t. 
.surat pemyataan bersedia dicalonkan meniadiPerangkat Desa Lainnya alU*t 

"r.n v"re;;;;Jfti", ,
g. surat keterangan terdaftar- sebagai penduduk desa yangbersaagkuran dibuat otetr K"pud;d;;;il.ilii, 

"r.r,Camat;
h. 

dihukum karena
hukuman paling

i. 
ri Setempat ;

ya sesuai
kekuatan

) 
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/1\

(2)

Pasal 10

(1) Pembuktian seseorang telah berusia 20 (duapuluh) tahun
dibuktikan dengan akte kelahiran, surat keterangan kenal lahir,
ijasah dan bukti lainnya yang sah ditentukan pada saat

berakhimya pendaftaran calon.
(2) Dalam hal terjadi keraguan tentang kepastian umur

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang Cipakai

sebagai pedoman adalah akte otentik mengenai kelahiran.
(3) Ketentuan persyaratan usia dan tempat tinggal bagi Calon

Perangkat Desa Lainnya diperhitungkan pada saat berakhimya
pengumuman pendaftaran Calon Perangkat Desa Lainnya.

Pasal 1l
Berdasarkan permohonan pencalonan sebagairnana dimaksud

dalam Pasal 10, Panitia mengadakan penelitian persyaratan

administrasi pemohon berdasarkan persyaratan yang ditentukan

clan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayal
(l), pemohon yang memenuhi persyaratan ditetapkan Panitia

sebagai Calon yang'berhak mengikuti ujian penyaringan.

(3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
ditandatangani oleh Ketua dan Seketaris Panitia'

Pasal 12

Pelaksanaan ujian penyaringan dilaksanakan pada hari kerja dan

dapat dilaksanakan di Kantor atau Balai Desa setempat atau di

Kantor Kecamatan.
Pasal 13

(l) Ujian penyaringan meliputi :

a. ujian penyaringan tertulis ;

b. wawancara.
(2) Materi uj ian penyaringan tertulis meliputi :

a. pengetahuan agama ;

b. pancasila dan undang-undang dasar 1945 ;

c. pengetahuan umum ;
d. bahasa indonesia ;

e. matematika.

agaimana dimaksud pad,a ayat (2),

^dimaksud 
pada ayat (l)

Camat dan pimpinan BpD.

l::_"y i.lr* penyaringan ,rtfffil '"1"1* caron perangkat DesaLalnnya yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan adriinistrasi.

pasal l5Ujian tertulis Calon peransk,
ketentuan sebagai berikut.- 

tt Desa Lainnya dilaksanakan dengan

' |,1}uil,l# ffl*y:'*:Tlr "rl* penvaringan terruris,Calon peserta u;iun ruait, Jit 
qr'q*' uJrillr penyarrngan tertulis,

u.,ran serta ienis mate,i ..,-^ -,TI"-1nl 
hari' tanggal dan tempat

1j11,1..,"..1,1:rr.,-",".i1.""g"r,,;i;id;:o,#:fr 
,3j:lj,yf #kf ffi;i"ffi ,1 aiuu",ran rata tertibyang dibuat oleh panitia 

;peserta yang tidak dapat hadir mengikuti ujiaa dengan alasanapapun, dinyatakan gugur.

pasal 16(l) Hasil pelaksanaan uiian'#i"';;T;H,',Jilffi 
ffi,;-,i,:TI['Jj,:*-!L11l1I

-dari 
hasil 

_ 
ujian penyaringan

pada ayat ( IJ diumumkan oleh
4..
aksud pada a1.ar ( I ) harus sudah
satu) hari oleh panitia kepada

17
"an penyaringan tertulis adalah

a-rata paling rendah 60 (enam

a. dimaksud pada ayat
ilakukan oleh Kepala

)'ot



(3) Dalam hal calon yang memperoleh nilai rata-rata paline rendah

60 (enam puluhj tidak ada, maka Panitia membuka kembali

pendaftaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan'

Pasal 18

(1) Panitia Pencalonan dan Pengangkatan jabatan Perangkat Desa

Lainnya yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap

ketentuanyangberlakudalamprosespelaksanaannya'
dikenakan tindakan dan sanksi sesuai iiengan peraturan

perundang-undangan Yang beriaku ;

(2) Hasil p.iukr*u* Pencalonan dan Pengangkatan jabatan

Perangkat Desa Lainnya tidak dapat dibatalkan kecuali setelah

terbukti secara sah berdasarkan keputusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap'

Pasal 19

(l) Pelaksanaan wawancara dilaksanakan paling lama2 (dua) hari

kerja setelah diterimanya Berita Acara Hasil Pelaksanaan Ujian

Penyaringan Tertulis oleh Kepala Desa'

(2) peniberitahuan pelaksanaan vawancara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), tepada peserta secara tertulis paling lambat 1

(satu) hari sebelum pelaksanaan wawancara'

(3) Peserta yang tidak dapat hadir mengikuti wawancara dengan

alasan aPaPun dinYatakan gugur'

Pasal 20

(1) Peiaks anaan wawancara bagi peserta yTg lulus ujian

penyaringan tertulis dilakukan oleh Kepala Desa didampingi

oleh Camat.
(2) Materi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

meliputi:
a. pemahaman terhadap penyelenggarazrl pemerintahan dan

pembangunan Desa;

b. pengabdiannYa di Desa;
c. kePemimPinan / Pengamh ;

d. tingkat Pendidikan.

(t) Kepala Desa menrirJff,a3'ungtu, Desa Lainnya denganmempertimbangkan hasil ujian penyaringan tertulis dan hasilwawancara.
(2) Pengangkatan perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksudpada ayat (r) ditetapkan crengan Keputusan Kepala Desa.

Kepala Desa berkewijj gP;t# v?ipuirunsecara terruris raporanhasil pelaksanaan kegiatan dalan r.iiup proses pencaronan danpengangkatan jabatan perangkat Desa Lainnya kepada KeparaDaerah melalui Camat.

BAB III
BIAYA PROSES PENCALONAN

DAN PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 23
(1) Besarnya biaya-untuk proses pencaronan dan pengangkatan

Perangkat Desa Lainnya ditetapkan oreh Kepala Desa bersama-sama BpD atas usul panitia.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat(r), dibebankan padaAnggaran pendapatan dan Betanja Desa.
(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakanuntuk:

a. biayaadministrasi;

aringan;
an pelaksanaan ;

uls ;

f. biaya petugas , 
t' 

'
g. biaya konsultasi dan lain_lain.

v
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. BAB IV
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA LAINNYA

Pasal 24

(l) Perangkat Desa Lainnya berhenti :

a. dengan hormat, karena:

1) meninggal dunia;
2) mengajukan berhenti atas permintaan sendiri'

3) berakhir masajabatannYa.

b. deni)T
(enam) bulan ;

2) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa

Lainnya ;
dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ;

tidak melaksanakan kewajiban Perangkat Desa L'ainnya ;

menjadi pengurus Partai Politik ;

merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota

BPD, dan lembaga kemasyarakatan di Desa

bersangkutan ;

merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD ;

terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan

Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan

Kepala Desa ;

merugikan kepentingan umum, meresahkan

sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan

2) rrrelakukan tindak
dengan p.idana
berdasarkan

gang*waktu masing_masing 30
an BpD.
pemberian peringatan tertulis

ayat (2), bagi perangkat Desa
tap karena sakit secara berturut_

tu 14 (empat belas) hari sejak

mengajukan gugatan melalui j

3)
4)
s)
6)

7)
8)

e)

warga atau golongan masyarakat lain ;

10) menyalahgunakan wewenang ;

1 l) terpilih dan dilantik menjadi Kepala Desa'
125
nkan s
kepad harus

f,laL^r Yang

" b#;;i; (1)' Paling lama 12 (dua
fnrn ^.t^- .{ pengundian nomor urut
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KETENTiJAN PENIJTUP

P

Ditetapkan di Kediri

Padatanggal 
16-5-2008

BUPATI KEDIRI,

TTD

SUTRISNO

ilHifrEtrtt*jui'- ,oo,

'Effitf'!*''f#I
TTD

DJOKO SOEHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI

TAHLN 2OO8 NOMOR 6
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BAID OWI
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